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ABSTRAK

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran
serta Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan
kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai
falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan
kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi
dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Jenis
penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu sebuah metode
penelitian hukum vyang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data
sekunder.Sanksi terhadap tindak pidana perpajakan selain dapat dikenakan sanksi
pidana dapat juga dikenakan sanksi pidana.

Kata kunci : Sanksi,Pidana, pajak

ABSTRACT

Tax payments are a manifestation of state obligations and the participation of
Taxpayers (WP) to directly and jointly carry out tax obligations for state financing and
national development. In accordance with the philosophy of tax law, paying taxes is not
only an obligation, but is the right of every citizen to participate in the form of
participation in state financing and national development. The type of research that the
author uses is normative legal research, which is a legal research method carried out
by examining library materials or secondary data.
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A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang
digunakan  untuk  pembangunan  dengan  tujuan  kesejahteraan  dan
kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan
penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Namun, tidak bisa
dipungkiri bahwa sulitnya negara melakukan pemungutan pajak, karena banyaknya
wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak.

Adapun pengertian pajak Menurut Prof. Dr. RochmatSoemitro, SH., yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi)
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum”.

Pengertian pajak tersebut kemudian dikoreksinya, dan berbunyi sebagai
berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas
negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk
public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public
investment”.}

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan
peran serta Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama
melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan
nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya
merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut
berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan
pembangunan nasional.?

Pencapaian penerimaan dari sektor pajak tersebut
ternyata bukan masalah yang mudah karena berbagai faktor dapat menjadi
penghambat.Hal ini dikarenakan masih ada juga orang atau badan hukum yang
melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, sehingga untuk mewujutkan fungsi
dan tujuan pajak tercapai setiap warga negara sebagai badan hukum harus taat, patuh

'RochmatSoemitro, AzasdanDasarPerpajakan,:Eresco, Bandung, 1990, him. 14
’Djoko Slamet Surjoputro, Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, ,Direktorat

Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Jakarta ,2009, him 3.



dan memenuh kewajibannya sebagai wajib pajak, untuk mewujudkan tujuan dari

adanya pajak perlu adanya penegakan hukum perpajakan salah satunya penerapan

sanksi terhadap pelaku tindak pidana perpajakan tersebut.

Adapun definisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihatpada

penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007tentang

Penanaman Modal, yang menyatakan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “tindak pidana perpajakan” adalah informasi yangtidak
benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajakdengan
menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benaratau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benarsehingga dapat
menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lainyang diatur dalam
undang-undang yang mengatur perpajakan.

Adapun jenis-jenis perbuatan yang terdapat di dalam tindak pidana

perpajakan melihat dari Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun2009

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 5

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-UndangNomor 6 Tahun

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanMenjadi Undang-Undang,

yakni:

“Setiap orang yang dengan sengaja:

a.

adm

Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak
Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak
benar atau tidak lengkap;

Menolak untuk melakukan pemeriksaan;

Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau
dipalsukan seolah-olah benar;

Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan
atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau

. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.Sehingga dapat

menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

Adapun sanksi yang bisa dijatuhkan pada wajib pajak bisa berupa sanksi

inistrasi maupun pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara



Perpajakan.Selaiun dari sanksi pidana pelaku tgindak pidana perpajakan dapat
dikenakan sanksi pidana

B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk membatasi pembahasan, penulis
mengidentifikasikan masalahnya adalah bagaimana Penerapan Sanksi Pidana
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu
sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau
data sekunder. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara studi kepustakaan data-data primer dan sekunder
dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan
mengumpulkan serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan buku-

buku yang berhubungan dengan hukum pajak

D. Pembahasan

Tindak kejahatan di bidang perpajakan merupakan perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak (individu atau badan) yang dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak, yang dapat
dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu kealpaan (pel anggaran) dan kesengajaan
(kejahatan).?

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena
pemerintah Indonesia memilih menerapkan self assessment system dalam rangka
pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan

kepercayaan untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk

® Hadi Irawan, Pengantar Perpajakan, Bayu Media, Malang, 2003, him. 10



dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan
pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya.

Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan,
pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang
berlaku.Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan.
Artinya, jika kewaiiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi
hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-
sanksi perpajakan.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk
menciptakan  kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya. ltulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi
perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan
ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa
saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan
diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.

Ada 2 macam Sanksi perpajakan,

1. Sanksi Administrasi yang terdiri dari:
a. Sanksi Adrninistrasi Berupa Denda
Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU
perpajakan. Terkait besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu,
persentase dari  jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah
tertentu.
Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi
pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran

yang sifatnya alpa atau disengaja.

b. Sanksi Aministrasi Berupa Bunga
Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang
menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung
berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu

menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.



Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa
dengan bunga utang paiak. Penghitungan bunga utang pada umumnya
menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga
dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang
tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Waiib Paiak hanya membayar sebagian
atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak
yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali
dengan disertai bunga lagi

Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi
bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan
penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau
tidak dihitung secara harian. Untuk mengetahui lebih ielas mengenai hal-hal
yang dapat menyebabkan sanksi bunga dan penghitungan besarnya bunga
dalam pajak.

. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan
adalah sanksi yang paling ditakuti olenh wajib Pajak. Hal ini karena bila
dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi
berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka
persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan
karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan
dalam menghitung jumlah pajak terutang

Ancaman pidana untuk palaku kejahatan ini adalah pidana penjara selama-
lamanya tiga tahun dan atau denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak
yang terhutang yang kurang atau tidak dibayar, serta bagi pelaku pengulangan
kejahatan ( residive) ancaman pidana dilipatkan dua, dengan ketentuan belum
lewat waktu satu tahun. Adapun ketentuan tersebut ada dalam :

1. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum

Dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi :

Setiap orang yang karena kealpaannya:



a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak
lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan
tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu)
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling
banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling
lama 1 (satu) tahun.
2. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi :

( 1) Setiap orang yang dengan sengaja : tidak mendaftarkan diri , atau
menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok wajib
Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ; atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; dan
menyampaikan surat Pemberitahuan dan atau Keterangan yang isinya
tidak benar atau tidak lengkap; atau, menolak untuk dilakukan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ; dan
memperlihatkan pembukuan, pencatatan , atau dokumen lain yang palsu
atau dipalsukan seolah-olah benar; atau tidak menyelenggarakan
pembukuan, atau pencatatan tidak memperlihatkan atau tidak
meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau tidak
menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipunggut sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana penjara
paling lama 6 ( enam ) tahun dan denda paling tinggi (empat ) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dilipat 2 ( dua ) apabila
seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum
lewat 1 ( satu ) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana
penjara yang dijatuhkan.

( 3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPK
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf ( @), atau menyampaikan SP
dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huru ( c) dalam rangka
mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 ( dua ) tahun dan denda



paling tinggi 4 ( empat ) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan
atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajip Pajak.

3. Pasal 41 tentang Sanksi Bagi Pejabat
Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan
hal sebagaimna dimaksud dalam pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 ( satu ) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000,- ( empat
juta rupiah); pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau
seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat
sebgaimana dimaksud dalam pasal 34 , dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 ( dua ) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta
rupiah ).
4. Pasal 41A tentang Sanksi Bagi Pihak ke tiga.
Setiap orang yang menurut pasal 35 undang — undang ini wajib memberi
keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi
keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 ( satu ) tahun dan denda paling
banyak Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ).
5. Pasal 41B tentang Sanksi Bagi Pihak ke tiga.
Setiap orang yang dengan sengaja menhalangi atau mempersulit penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan , dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 ('tiga ) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta
rupiah ).
Dari semua ketentuan peraturan itu dapat disimpulkan bahwa perbuatan
yang diancam dengan sanksi pidana adalah tindak pidana :
a. Yyang dilakukan oleh wajib pajak
b. yang dilakukan oleh pejabat pajak ( fiskus )
c. yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang bukan wajib pajak dan bukan pejabat

pajak.

E. Penutup
1. Kesimpulan



Ada 2 macam Sanksi perpajakan,

1). Sanksi Administrasi yang terdiri dari:
a. Sanksi Adrninistrasi Berupa Denda
b. Sanksi Aministrasi Berupa Bunga.

c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

2). Sanksi Pidana

a. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpajakan

b. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpajakan

c. Pasal 41 tentang Sanksi Bagi Pejabat

d. Pasal 41A tentang Sanksi Bagi Pihak ke tiga.

e. Pasal 41B tentang Sanksi Bagi Pihak ke tiga.

2. Saran- Saran

a.

Pihak kantor Pelayanan Pajak harus memperketat pengawasan baik terhadap
pegawai Kantor Pelayanan Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak yang ingin
melaksanakan restitusi agar tidak ada kerjasama antara pegaawai pajak dengan
Pengusaha kena Pajak yang akan merugikan keuangan negara.

. Pihak Pemerintah harus memberikan sangsi tegas pada pegawai pajak yang

membantu Pengusaha Kena Pajak dalam memalsukan dokumen- dokumen
perpajakan.

Perlunya aturan hukum yang jelas mengenai Tindak Pidana di bidang perpajakan
dan ketentuan itu dituangkan secara jelas pada UU Perpajakan.
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